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Bab III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat dikemukakan 
simpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pengawasan BLH Kota Yogyakarta terhadap 
pemanfaatan air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta sudah 
dilaksanakan dengan baik,  namun masih belum optimal. BLH 
Kota Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap 
pemanfaatan air tanah oleh hotel dengan cara pemeriksaan laporan 
dokumen periodik, melakukan sidak, memberikan kesempatan 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, 
berkoordinasi dengan institusi lain dan melakukan sosialisasi. 
Namun upaya ini belum maksimal dikarenakan sistem sidak tidak 
dijalankan dengan baik oleh BLH Kota Yogyakarta sebagaimana 
yang telah direncanakan, yaitu 1(satu) tahun sebanyak 2 (dua) kali. 
Selain itu juga sosialisasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun 
sekali terhadap hotel di Kota Yogyakarta tidak berjalan secara 
efektif, di mana dalam pelaksanaannya hanya 40-50 hotel yang di 
undang dalam sosialisasi dari total 450 hotel yang ada di Kota 
Yogyakarta.  
2. Pelaksanaan pengawasan BLH Kota Yogyakarta terhadap 
pemanfaatan air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta mempunyai 
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kendala  dalam pelaksanaan pengawasan yaitu kurangnya sumber 
daya manusia, sehingga dalam melakukan pengawasan seperti 
sistem sidak tidak dapat berjalan dengan maksimal, begitu pula 
upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi pada hotel di 
Kota Yogyakarta tidak dapat berjalan dengan efektif. 
B. Saran  
BLH Kota Yogyakarta sebaiknya menambah jumlah sumber daya 
manusia khususnya pada bidang pengawasan dan pengendalian dan 
pemulihan bidang pengawasan lingkungan hidup, sehingga pengawasan 
terhadap pemanfaatan air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta dapat berjalan 
dengan baik. 
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LAMPIRAN 
Data pendukung bahwa kurangnya personil bidang lingkungan hidup  
No Jenis Pelayanan PNS  Non PNS  
 
1. 
 
Pelayanan pencegahan 
pencemaran air 
 
1. Tahun 2009 : 5 orang 
2. Tahun 2010 : 3 orang 
3. Tahun 2011 : 3 orang 
4. Tahun 2012 : 3 orang 
5. Tahun 2013 : 3 orang 
 
 
 
1. Tahun 2009 : 3 orang 
2. Tahun 2010 : 3 orang 
3. Tahun 2011 : 2 orang 
4. Tahun 2012 : 1 orang 
5. Tahun 2013 : 1 orang 
 
 
2. 
 
Pelayanan pencegahan 
pencemaran udara dari 
sumber  tidak bergerak  
 
 
1. Tahun 2009 : 0 orang 
2. Tahun 2010 : 0 orang 
3. Tahun 2011 : 2 orang 
4. Tahun 2012 : 2 orang 
5. Tahun 2013 : 2 orang 
 
 
1. Tahun 2009 : 0 orang 
2. Tahun 2010 : 0 orang 
3. Tahun 2011 : 2 orang 
4. Tahun 2012 : 1 orang 
5. Tahun 2013 : 1 orang 
 
3. Pelayanan penyediaan 
informasi status 
kerusakan lahan dan 
atau tanah untuk 
produksi biomassa dari 
Ruang Terbuka Hijau 
 
 
1. Tahun 2009 : 0 orang 
2. Tahun 2010 : 0 orang 
3. Tahun 2011 : 0 orang 
4. Tahun 2012 : 0 orang 
 
1. Tahun 2009 : 0 orang 
2. Tahun 2010 : 0 orang 
3. Tahun 2011 : 0 orang 
4. Tahun 2012 : 0 orang 
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No Jenis Pelayanan PNS  Non PNS  
5. Tahun 2013 : 3 orang 
 
5. Tahun 2013 : 1 orang 
 
 
4. 
 
Pelayanan tindak lanjut 
pengaduan masyarakat 
akibat adanya dugaan 
pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan 
hidup 
 
1. Tahun 2009 : 5 orang 
2. Tahun 2010 : 6 orang 
3. Tahun 2011 : 6 orang 
4. Tahun 2012 : 6 orang 
5. Tahun 2013 : 4 orang 
 
 
1. Tahun 2009 : 4 orang 
2. Tahun 2010 : 4 orang 
3. Tahun 2011 : 4 orang 
4. Tahun 2012 : 3 orang 
5. Tahun 2013 : 3 orang 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
